
Mengingal 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 19 T AHLIN 2009 

TENTANG 

PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa sebagai dasar hukum pemungutan pa,ak hiburan yang 

merup!3kan salah satu sumber pembiayaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam 

rangka menlngkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat, telah diber1akukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah TingKat II Banyumas Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak 

Hibu,an, 

b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasl perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan perubahan atas 

beberepa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum pembentukannya, maka Peraturan Daerah sebagaimana 

dlmaksud pada huruf a periu di1injau kembali dan disesuailtan: 

c. bahwa berdasarkan perttmbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah 

tentang Pajak Hiburan; 

1. Unuang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang Pembentukan 

Oaerah-Daerah Kabupaten Oalam Llngkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia 

Nomor 3209): 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahliln 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali dlubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Taliun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengacrnan 

PaJak (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2002 Nomor 

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4189); 

6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 ten1ang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah {Lembaran Negara Republll< Indonesia Republil\ 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perlmbangan 

Keuangan Antara Pernerlntah Pusat dengan Pemelintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten\ang Pajak 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4138): 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerlntah, 

Pemenntahan Daerah Provins1, dan Pemerlntahan Daerah 

Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 62, Tarnbahen Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

12.Pereturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl 

Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 89. Tamhahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741): 

13 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang

undangan; 

14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 

Nomor 11 Tahun 1985 tentang PenunJukan, Pengangkatan, 

Kewenangan dan Pernberhentian Pegawai Negeri Sipll Sebagai 

Penyidlk Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkal II 

Banyumas (Lembaran Oaerah Kabupaten Oaerah Tlngkat II 

Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Uaerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E), 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2008 Nomor 2, Seri D); 

17.Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekms Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2008 Nomor 3, Serl D); 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Pedoman PenQelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri E) 

Dengan PersetuJuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANVUMAS 

dan 

Menetapkan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daereh. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang setan)utnya dlslngkat OPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 

4. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4 
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5. Dinas adalah Dinas Kabupatcn Banyumas yang membidangi tugas pendapatan 

daerah. 

6. Satuan Pollsl Pamong Praja yang selan1utnya di:>ebul Satpol PP adalah Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. 

7 . Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 

sesuaI dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah alas 

penyelenggaraan hiburan. 

9. Hiburan adalah semu;i jenis pertunjukan, permainan dan/a,au lceramaian, dengan 

nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmatl oleh setiap orang dengan 

d1pungut bayaran. tidak termasuk penggunaan fasililas untuk berolah raga. 

10. Penyelenggara hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan h1buran 

balk untuk dan etas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 

menjadi tanggungannya 

11 . Penonlon atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan 

untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasili1as 

yang disediakan oleh penyelenggara h1buran kecuali penyelenggara, karyawan. 

artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan. 

12. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dal;im 

bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau 

menikrnati hiburan. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 

surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan 

pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan Daerah. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD edalah surat y.ing 

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terulang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

15. Surat Ketelapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pejak terutang. 

16. Surat Kete1apan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dIs1ngkat SKPDKB 

adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yan!:l lerulang, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi 

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 
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17. Surat Ketetapan Pajalc Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkal SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan 1ambahan alas 

jumlah pajak yang ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Leb1h Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 

surat keputusan yang menantukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak. atau pajak tidak lerutang dan tidal< ada kred1t pajak. 

20. Sura! Tagihan Pajak Deerah yang selanjulnya disingkat STPD adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/alau 

denda. 

21 . Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak den biaya penagihan 

Pajak. 

22. Badan adalah suatu Badan Usaha yang mellpuli Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Millk Oaerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, 

Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk 

Usaha T etap serta bentuk badan usaha lainnya. 

23. Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pa)ak 

dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. 

24. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari 

suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. 

25. Penyldikan Tlndak Pidana adalah serang1<aIan tmdakan yang dilakul<an oleh 

penyidik untuk rnencari serta rnengumpulkan bukti yang dengan buktl itu membuat 

terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi, serta menemukan 

tersangkanya. 

26. Penyldlk adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawa1 

Negeri Sipil lerl1:mlu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan. 

27. Penyidlk Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawal Negerl Sipil tertentu di 

lingkungan Pernerlntah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang

Undang un1uk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Oaerah. 

6 
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BASIi 

NAMA, OBVEK DAN SUBVEK PAJAK 

Pasal 2 
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Pasal 3 

(1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1), antara lain : 

a. pertunjukan film; 

b. penlas seni budaya; 

C diskotek; 

d. karaoke; 

e. Klab malam; 

f permainan billyard· 

g. permainan ketangkasan; 

h. panti pijat; 

i. panti mandi uap; 

j. spa; 

k. pertandingan olah raga: 

I. game net. 

(3) Ttdak termasuk obyek paJak sebaga,mana dtmal<sud pada ayat (1) adalah 

penyelenggaraan hlburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang 

disetenggarakan dalam rangka pernlkahan, upacara adat, dan kegiatan 

keagamaan, serta penyelenggaraan kegiatan hiburan yang bertujuan untuk 

melestarikan kesenian daerah walaupun dipungut bayaran. 

Pasal4 
(1) Subyek pajak adalah orang pnbadi atau badan yang menonton daniatau mentk.matl 

hiburan. 

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyetenggarakan hlburan. 

7 
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BAB Ill 

PERIZINAN 

Pasal5 

Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terleblh 

dahulu memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku. 

BABIV 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 6 
Oasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. 

Pasal7 

(1) Wajib Pajak dalam memungut pembayaran atau senarusnya dlbayar untuk 

menonton dan/atau menikmati hlburan sebagalmana dimaksuo dalam Pasal 6 

menggunakan karcis tanda masuk, nota pesanan atau sejenisnya. 

(2) Karcis tanda masuk. nota pesanan atau sejenisnya dapat dipergunakan setelah 

terlebih dahulu diporporasi oleh Dinas. 

(3) Sallnan karcis tanda masuk, nota pesanan atau sejenisnya yang sudah 

dipergunakan disimpan oleh Wajib Pajak sebagal bukti dalam pembuatan SPTPD. 

Pasal8 
Tarif paJak untuk setiap jenis hiburan adalah sebesar : 

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaIan umum yang menggunakan sarana film di 

bioskop diletapkan : 

1) Golongan A II Utama sebesar 

2) Gotongan A ti sebesar 

3) Golongan A I sebesar 

4) Golongan B II sebesar 

5) Golongan BI sebesar 

6) Golongan C sebesar 

7) Golongan D sebesar 

8) Jenis keliling sebesar 

: 30% (liga puluh persen): 

: 27% (dua puluh tujuh persen): 

: 25% (dua puluh lima persen): 

: 23°/o (dua puluh liga persen): 

. 20% (dua puluh persen); 

: 17% (tujuh belas persen); 

: 13% (tiga belas persen); 

: 10% (sepuluh persen): 

8 
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b. Un!uk jenis hiburan yang berupa . 

1) d1skotek; 

2) karaoke; 

3) klab malam: 

4) pan ti pijat; 

5) panti mandi uap; 

6) spa; 

sebesar 20% (dua puluh persen); 

c. Untuk jenis hlburan yang berupa : 

1) pennainan blllyar; 

2) permainan ketangkasan, 

3)game net; 

sebesar 15% (lima belas persen); 

d. Untuk jenis hiburan yang oerupa pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh 

persen); 

e. Untukjenis pentas seni budaya sebesar 7,5% (tujuh koma llma persen). 

BAB',/ 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 9 

(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah. 

(2) Besarnya pajak yang terutang dlhitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

BABVI 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasel 10 

Masa pajak adaloh jangka wak1u yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 

Pasal 11 

Pajak terutang dalam masa pajak te~adr pada saat penyelenggaraan hiburan. 

9 
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Pasal 12 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harua diisi dangan jelas, benar dan 

lengkap sarta ditandatangani oteh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD yang dlmaksud pada ayat {1) oii.;,unpaikan kepada Bupati paling lambat 15 

(llma belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(4) Bentuk, isi den tata cara pengisian SPTPD diatur tebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

BAB VII 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal13 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupali 

menetapkan pajak terutang dengan menerbltkan SKPD. 

(2) Apablla SKPD sebagaimana dirnaksud datam ayat (1) tidak atau kurang dibayar 

setelah tewat waktu pa~ng Jame 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka 

dikenakan sanksi administrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 

dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

P3sal14 

{1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagafmana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak 

sendiri yang terutang. 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seaudah saat terutangnya pajak, Bupali dapat 

menerbitkan . 

a. SKPDKB: 

b. SKPDKBT; 

c. SKPDN. 

(3) SKPDKB sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan : 

a. jlka berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang 

t1dak atau kurang d1bayar, d1kenakan sanks1 administrasl berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan dlhitung dari pajak yang kurang atau tertambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat; bulan dihitung 

sejak saat terutangnya pajak; 

10 
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b apabila SPTPD tidak disampa1kan dalam jangka waktu yang ditentukan dan 

telah ditegur secara tertulis, dlkenakan sanks1 administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dlhltung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dlbayar untuk jangka wak.lu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dihitung sejak saat terutang pajak; 

c Jika kewajiban mengisi SPTPD lidak d1penuhi, pajaK yang terutang dihitung 

secara jabatan, dan dik.enakan sanksi adminslla::ii berupa kena1kan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi adminisitrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling l;ima 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan jika 

ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksl administrasi 

berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah kekurangan paJaK 

tersebut. 

(5) SKPDN sebagaimana d1maksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan jika jumlah pajak 

yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit kekurangan Pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(6) Apabile l<ewajiban mombayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak atau tidak 

sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dilagih dengan 

menerbitkan STPD dltambah dengan sanks1 admlmstrasi berupa bunga 2% (dua 

persen) sebulan. 

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

tidak dikenakan jika wajib oajak melaPorkan sendiri sebelum d1lakukan t1ndakan 

pemeriksaan 

BABVIII 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 15 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

Bupati sosuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan 

STPD. 
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(2) Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang dltunjuk ha:1il penerimaan 

pajak harus disetor ke Kas Daarah salambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu ka& 

duapuluh empal jam) alau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

de1"19an menggunakan SSPO. 

Pasal16 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekallgus atau lunas. 

(2) Bupau dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak 

lerutang dalam kunun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang 

d1tentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2). dilakukan 

secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dlbayar. 

(4) Bupati memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran 

paJak sampal batas waktu yang ditentukan setelah memenuh1 persyaratan yang 

d~entukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen} sebulan dari jumlah paJak 

yang belum alau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan rnenunda pernbayaran serta tata cara 

pembayaran angsuran dan penundaan sebagalmana d1maksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl. 

Pasal17 

(1) Atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberlkan tanda 

bukti pembayaran dan d1catat dalam buku penerimaan. 

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak 

sebaga mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

BABIX 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 18 

(1) Surat teguran atau surat perlngatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penaglhan paJak d1keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 

tempo pembayaran. 

12 
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(2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 

peringat,rn atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasl pajak yang 

terutang. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabal 

Pasal19 

(1) Apabila jumlah paJak yang masih harus dibayar tidak d1lunasi dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain 

yang seJenis, Jumlah pajak yang harus dibayar drtaglh dengan surat pal<sa. 

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) harl 

sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang seiems. 

Pasal20 

Apab~a pajak yang harus dibayar tidal< dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam (dua 

kali duapuluh ernpat jam) sesudah tanggal pemberitahuan sural paksa, Pejabat segera 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Peny1taan. 

Pasal21 

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunas1 utang pajal<nya, setelah 

lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 

Peny1taan. PeJabat mengajukan penmlntaan penetap,rn langgal peletangan kepada 

Kantor Lelang Negara 

Pasal 22 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal. jam dan tempa1 pelaksanaan 

lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. 

Pasal 23 

Bentuk, jenis dan isi rormulir yang dipergunakan untuk peleksanaan penagihan pajak 

diatur lebih lanjut dengen Pera1uren Bupatl. 
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BABX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal24 

(1) Bupa1i berdasarl<an permohonan wajlb pajak dapat membenkan pengurangan, 

kerlnganan dan pembebasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan Pajak 

sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dratur leblh lanjut dengan Peraturan Bupatl. 

BABXI 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal2S 

( 1) Bupati karena jabatannya atau atas pe-.rmohonan wajib pajak dapat : 

a membelulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPO yang oalam 

penerbilannya terdapat kesalahan lulls, Kesalahan hltung, dan/atau kekellruan 

dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Oaerah; 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tldak benar 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksl administrasi berupa bunga, denda 

dan kcnaikon pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebul dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohcnan pembelulan, pembatalan, pengurangan keletapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi adminsitrasi alas SKPD, SKPDKB, SKPOKBT dan STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), disampaikan secara tertulis oleh wajlb 

pajak kepada Bupati atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal diterima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan 

alasan yang Ielas. 

(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagalmana dimaksud 

pada ayat (2) diterima, sudah harus memberlkan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati tldak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembalalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

dianggap dlkabulkan 
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BAB XII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 26 

(1) Vvajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas 

suatu : 

a. SKPD; 

b. SKPDKB, 

c . SKPDKBT; 

d. SKPDL; 

e SKPDN 

(2) Pem1ohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT. SKPDLB dan SKPDN diterima oleh waJib pajak, kecuali 

dalam hal wajlb pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wak1u ltu tidak dapat 

dlpenuhl Karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(3) Bupati alau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak langgal 

surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, 

sudah memberikan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana d1maksud pada ayat (3), 

Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan di

anggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan kebereten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasal 27 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Sadan Penyelesaian Sengketa 

Pajak dalam jangka waktu (liga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. 

(2) Pengaiuan banding sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tldak menunc!a 

kewajiban membayar pajak 

Pasal 28 

Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding 

sebagaimana dimaksud dalam Passi 27 dikabulkan sebaglan atau seluruhnya, 

keleblhan pembayaran Pajak dikembal1kan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

15 
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BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal29 

(1) Wajlb pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak kepada Bupatl atau Pejabat, seoara tertulis dengan menyebutkan sekurang

kurangnya : 

a. nama dan alamat wajib pajak; 

h. Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD): 

c. masa pajak; 

d. besamya kelebihan pembayaran paJak; 

e. alasan yang jelas. 

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (d ua belas) bu Ian seJak 

diterimanya pennohonan pengemballan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dlmaksud paoa ayal ( 1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d1lampaui, Bupati 

atau Pejabat tidak memberlkan keputusan, permohonan pengemballan k.e'ebihan 

pembayaran paJaK dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 

waklu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Jika wajib pajak mempunyai utanA paJak lainnya, kelebrhan pembayaran pajak 

sebaga1mana dimaKsud pada ayat (2) tangsung diperhitungkan untuk melunasi 

terleblh dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan oembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak dlterb1tkannya SKPDLB dengan menerbitkan SUrat Perintan 

Mernbayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 

2 {dua) bulan sejak dlterbitkannya SKPDLB, Bupati atau PeJabat mernberikan 

imbalan bunga sebesar 2 o/c (dua persen) sebulan atas Keterlambatan pernbayaran 

kelebihan pajak. 

Pasal 30 

Daiam hat keleb1han pembayaran pajak diperhitungl<an dengan utang pajak lainnya 

sebagatmana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan 

cara pemindahbukuan dan bukti pamindahbukuan berlaku sebogai buktl pembayaran. 
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BAB XIV 

KADALUWARSA 

Pasal31 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaul 1angka 

waktu 5 (llma) tanun terh1tung sejak terutangnya pajak. kecuall jlka wajlb pajak 

melakukan Undak pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kadaluwarsa penaglhan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh 

dalam hal: 

a dlterbltkan SUrat Teguran dan Surat Paksa atau ; 

b. ada pengakuan utang pajak darl wajib pajak balk langsung maupun t1dak 

langsung. 

BAB XV 

PENYIDIKAN 

Pasal 32 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidtkan t1ndak pldana Cli 

b1dang perpaJakan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 lenlang Hullum Acara Pldana. 

(2) Wewenang penyid1k sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

a. menenma, mencan, mengurnpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindal\ pidana di bidang perpajakan daerah agar 

keterangan atau laporan tersebut men]adl lengkap dan jelas: 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pnbad1 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan 

tindak pidana perpajakan daerah tersebul, 

c. meminta keterangan dan bahan buktl dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan lindak p1dana d1 b1dan9 perpajakan daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan~atatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah: 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapalkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldlkan 

tlndak pidana dl bldang perpajakan daerah; 

g menyuruh berhentl, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa IdentItas orang 

dan/atau dokumen yang dibawa sebaga1mana dimakSud dalam huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah: 

i. memanggil orang untuk didenga1 kelerangannya dan diperiksa sebagai 

1ersangka atau saksi; 

j. menghentIkan penyidIkan; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat di-

pertanggungJawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi1ahukan dimulainya 

peny,dikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 33 

(1) Wajib pajak yang ka1ena kealpaannya lidak rnenyampaikan SPTPD atau mengisi 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau malampirkan kc!erangan yang tidak 

benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan/<1tau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang 

terutang. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampalkan SPTPD atau mengisi 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama 

2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali 1umlah paJak yang 

terutang 

Pas al l4 

Tlndak pidana sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tidak 

dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya 

paIak atau berakhIrnya masa paJak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau 

IJerakhirnya tahun pajak. 

18 
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BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal35 

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah lnl, sepanjang mengenal teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjul dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 36 

Pada !.aal Peraturan Daerah ini mulai berlaku. maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan 

Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Daerah Tlngka1 II Banyumas Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 2) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 37 

Pera1uran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inl 

dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas. 

Pada Tanggal ....... LJUL . .2D.ll9.. .... DlundllJ!ikan dlif1VW~kerto I 
Sl!K.REl'ARIS DAElti\11 KABUP.ffl!N IIANYUll4AS - __. 

M, ISK.ANn/!"' ~ ~'""'lN, SKM.M.Sc 
hmbina U .:u Muda 

ND'; 19a3120 • 197603 l 003 
L&llBAW £MW WJ!l'Afl:.~ HANHIW 'WION _?!l)!} 
~OllOl ...... 'i .... S"..&l ... t:> ....... 

. l 

Ditetapkan di Purwoker1o 

padatanggat 1 Ju.li 2009 

BUPAT NYUMAS, 

19 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR l<) TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK HIBURAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Sesuai dengan Unoang-undang Nomor 32 Tahun 2004 renrang 

Pemeriritaha11 Daerah sebagaimana telah beberapa kall d1ubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atos Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah me

rupakan sa.ah satu sumber penrlapatan daerah agar dapat melaksanakan otonoml 

daerah, yaitu marnpu mengatur dan men9urus rumah langganya sendiri, di samping 

sumber pendapatan daerah lainnya. Sumoer pendapatan daerah tersebut diharap

kan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemban9u11-

an daerah, untuk meningkaLl<an dan memerata\<an kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrfousi Daerah, sena Peraturan 

Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas 

telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah llngkat II Banyumas 

Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Banyumas Tahun 1998 Nomor 10 Seri A Nomor 3), namun dengan 

dilaksanakannya penataan organisasi perangkat daerah di llngkungan Pemerintah 

Kabupaten Banyumas berdasa,kan Pe,aturan Pernerintall Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang membawa konsekuensi berubahnya 

perangkat daerah yang berwenang melao<ukan pemungutan pajak daerah 

sebagaimana dialur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998. dan perubahan 

alas beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukurn 

pembentukannya, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tersebut perlu 

ditinjau kembali dan dlsesuaikan, 
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal2 

Pasal 3 

Pasal 4 

Pasal 5 

Pasal 6 

Pasa17 

Pasa18 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

C .ikup )elas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan yar,g seharusnya dibayar adalah termasuk 

pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup Jelas. 

Pasal 10 : 

Cukup jelas. 

Pasal 11 · 

Cukup jelas 

Pasal 12 · 

Cukup jelas. 

Pasal 13 : 

Cukup jelas. 

Pasal 14: 

Cukup jelas. 

Pasal 15 · 

Cukup ]elas. 

Pasal 16: 

Cukup jelas. 

Pasal 17: 

Cukup jelas. 
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Pasal 18: 

Cukup jelas 

Pasal 19 · 

Cukup jelas 

Pasal 20 : 

Cukup jelas. 

Pasal 21: 

Cukup jelas 

Pasal22: 

Cukup jelas 

l"asal 23 : 

Cukup jelas. , 
"W l : , • 

Pasal 24 i 1 0 , ' ' 

l).tl°'o~sar pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat 

diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar 

Wajib Pajak. 

Pasal25: 

ayat (1) 

huruf a 

Cukup jclas. 

huruf b 

Bupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat 

membalalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang lldak benar, 

mlsalnya 1Najib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tklak 

memenuhi persyaratan formc1I (memc1i;ukkan Surat Keberalan lldak pada 

waktunya) mcskipun pr:rsyaratan materiil terpenuhi. 

huruf c 

Cukup jelas. 

avat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal26: 

Cukup Jelas. 

Pasal27; 

Cukup jelas. 
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Pasal 28: 

lmbalan bunga dihiiung sejak bulan pelunasan sampa, dengan 

diterbitkannya SKPOLB. 

Pasal 29: 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup Jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

ayat(6) 

Besamya imbalan bunga alas keterlambatan pengembalian kelebihen 

pembayaran pajak dih1tung dari balas waktu 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB sampai n,mgan !iaat dilakukannya pembayaran 

kelebihan. 

Pasal30: 

Cukup jelas. 

f'asal 31; 

ayat {1) 

Saat kadaluwar!ia pen.:igihan pajak ditetapkan I mtuk memberikan 

kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. 

ayat (2) 

huruf a 

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

huruf b 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah 

WaJlb Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih rnempunyai utang 

paJak dan belum melunaslnya kepada Pemerlntah Oaerah. 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah 

Waj1b Pajak tidak secara nvata-nyata langsung menyatakan bahwa ia 

mengakul mempunyal utang pajak Kepada Pemerintah Daerah. 

23 
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Contol'I : 

Pasal 32 : 

Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan 

pembayaran 

- Wajib Pa1ak mengajukan permohonan keberatan. 

Cukup jelas. 

Pasal 33 : 

ayat (1) 

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan limbul kesadaran Wajib Pajak 

untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berartl 

tidak sengaja. !ala\, lidak hatt-hali atau kurang mengindahkan ke

wajibannya, sehingga perbuatan lersebut rnenimbulkan kerugian 

keuangen Oaereh. 

ayat (2) 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat inl yang 

dllakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat darl pada 

alpa, menglngat pentingnya penerimaan pajak bagl Daerah. 

Pas<!! 34 . 

Ketentuan inl dimaksudkan guna memberlkan kepastian hu~um bagi 

Waj1b Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. 

Pas;il 35 · 

Cukup jelas. 

Pasal 36 : 

Cukup jelas. 

Pasal 37 : 

Cukup Jelas. 

J;le1 I 38' · 


